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ABSTRACT

Political integrity is one of valuable capital for good governance establishment. Vise versa, a low political integrity can make power only became a tool to meet personal and group interest at the expense of public interest. In democracy era, an election is an important factor that can be an instrument to control public authorities. Election aims to create leader and public officials that supposed to have integrity, and the voter’s task was to ensure that their vote has integrity. This article explores the relationship between money politics in an election with their preference in the election and their behavior to the official election results. This article expected to provide recommendations for creating electoral integrity. By using quantitative survey methods, this study was conducted in Kota Padang with a number of respondents as many as 289 people were selected by multistage purposive sampling. Data analyzed using descriptive statistics. The results showed that as many as 71% respondents ever knew (heard or seen) the distribution of money or goods or facilities from election candidates to public just before the election. There are 28 types of items for money or goods or facilities to be shared by the candidate to the voters. Although 56,75% of respondents considered that the public should not do money politic, but 67,8% public would receive from these candidates. Most people refuse to report election violations committed by legislative candidates, incumbent candidate and electoral management bodies officer because they fear to report and did not to interfere with the electoral violations. Although they accept money from political candidates, but they will not necessarily choose those candidates. This study recommends that mechanisms, procedures, and transparency of election management supervision needs to be improved to avoid increasingly acts of fraud.
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ABSTRAK
Politik berintegritas merupakan modal berharga demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, rendahnya integritas dalam berpolitik dapat membuat kekuasaan hanya menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam era demokrasi, pemilu merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu bertujuan untuk melahirkan pemimpin dan pejabat publik yang semestinya berintegritas, dan tugas pemilih adalah memastikan pilihan mereka pada pemilu memiliki integritas. Artikel ini mengeksplorasi relasi antara politik uang dalam pemilu dengan preferensi masyarakat dalam pemilu dan perilaku mereka terhadap pejabat hasil pemilu. Artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Dengan menggunakan metode kuantitatif survey, penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan 289 orang responden yang dipilih secara purposive multistage sampling. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% responden pernah mengetahui (mendengar atau melihat) peristiwa pembagian uang atau barang atau fasilitas dari peserta pemilu kepada masyarakat saat menjelang pemilu. Terdapat 28 jenis item uang atau barang atau fasilitas yang dibagikan oleh kandidat kepada masyarakat pemilih. Walaupun 56,75% responden menganggap bahwa masyarakat semestinya tidak melakukan politik uang, akan tetapi 67,8 % masyarakat akan menerima dari kandidat tersebut. Sebagian masyarakat menolak untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah serta penyelenggara pemilu karena takut untuk melapor dan tidak mau ikut campur dengan pelanggaran pemilu yang terjadi. Walaupun mereka menerima politik uang dari kandidat, akan tetapi mereka belum tentu akan memilih kandidat tersebut. Penelitian ini merekomendasikan agar mekanisme, prosedur, dan transparansi pengawasan kepada penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang semakin massif.
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PENDAHULUAN
Terwujudnya politik yang berintegritas merupakan modal berharga demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, rendahnya integritas dalam berpolitik dapat membuat kekuasaan hanya menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. 
Pemilu melahirkan pemimpin untuk mengemban amanah dan mensejahterahkan masyarakatnya dan juga menjadi saringan terhadap politisi-politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi di eksekutif dan legislatif dapat menjadi indikasi bahwa pemilu merupakan salah satu wilayah yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam karena tidak mampu menghasilkan pemilih yang berintegritas. Upaya-upaya meningkatkan integritas dalam pemilu baik dari sisi penyelenggara, peserta maupun pemilih harus terus dilakukan demi munculnya sosok-sosok pemimpin dan politisi yang berintegritas. 
Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membantu mewujudkan pemilu yang berintegritas sebagai salah satu agenda pemberantasan korupsi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Untuk dapat mengoptimalkan peran serta masyarakat, diperlukan adanya persepsi dan pemahaman yang benar dalam masyarakat mengenai integritas dalam pemilu dan juga perbuatan/tindakan apa saja yang terkait dalam Tindak Pidana Korupsi.

Integritas
Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni integrity, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Kamus Oxford menghubungkan arti integritas dengan kepribadian seseorang yaitu jujur dan utuh. Ada juga yang mengartikan integritas sebagai keunggulan moral dan menyamakan integritas sebagai “jati diri”. Integritas juga diartikan sebagai bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik, Dengan kata lain integritas diartikan sebagai “satunya kata dengan perbuatan”. Paul J. Meyer menyatakan bahwa “integritas itu nyata dan terjangkau dan mencakup sifat seperti: bertanggung jawab, jujur, menepati kata-kata, dan setia. Jadi, saat berbicara tentang integritas tidak pernah lepas dari kepribadian dan karakter seseorang, yaitu sifat-sifat seperti: dapat dipercaya, komitmen, tanggung jawab, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Integritas adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik).  Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang  disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi  tindakannya.

Patronase dan Politik Uang (Money Politics)
Patronase didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja, atau penggiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sebaliknya, klientalisme merupakan karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.  Hutchroft menyebutnya sebagai ”relasi kekuasaan yang personalistik”. Singkatnya, patronase adalah bentuk pemberian, sedangkan klientalisme adalah relasi yang terhubung. Sebelumnya juga sudah ada riset terkait politik uang sebagai identifikasi politik patronase sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan penting dalam sistem politik.
Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik pembagian uang kepada pemilih oleh kandidat, memberikan barang serta menyuap para pejabat penyelenggara pemilu, hal ini telah berlangsung sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Di awal reformasi, orang seringkali menggambarkan praktik uang di kalangan lembaga legislatif sebagai salah satu bentuk praktik politik uang. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik, maupun praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum seperti keterlibatan anggota lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek pemerintah.
Edward Aspinall membagi beberapa bentuk politik uang dan patronase yakni (1) pembelian suara (vote buying) dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. (2) pemberian-pemberian pribadi (individual gifts) pemberian dilakukan biasanya pada saat kandidat bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. (3) pelayanan dan aktivitas (services and activities) seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. (4) barang-barang kelompok (club goods) praktik yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. (5) proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects) proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu dengan tujuan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Metode Penelitian
Sampel dipilih melalui multistage purposive random sampling, dengan sebaran sampel secara proporsional berdasarkan persentase jumlah populasi disetiap kecamatan yang ada. Rincian sebaran sampel dapat dilihat di tabel 1.1, disetiap kecamatan dipilih secara acak 2-3 kelurahan (kecuali untuk kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya dipilih satu kelurahan saja) dan responden dipilih secara random dengan mempertimbangkan sebaran jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan responden.

Tabel 1 Rincian Sebaran Sampel Responden
	No
	Kecamatan
	Populasi
	Sampel

	1
	Bungus Teluk Kabung
	17.945
	8

	2
	Koto Tangah
	123.878
	59

	3
	Kuranji
	105.403
	50

	4
	Lubuk Begalung
	74.823
	35

	5
	Lubuk Kilangan
	34.853
	16

	6
	Nanggalo
	43.529
	21

	7
	Padang Barat
	34.211
	16

	8
	Padang Selatan
	42.395
	20

	9
	Padang Timur
	56.295
	27

	10
	Padang Utara
	39.730
	19

	11
	Pauh
	37.823
	18

	Jumlah
	610.885
	289



Kegiatan survey ini dilakukan pada rentang tanggal 9 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015.
 

Pembahasan
Karakteristik usia responden dalam penelitian ini terdiri dari 17% yang berusia diantara 17-21 tahun, sebanyak 45% lainnya berusia antara 21 – 40 tahun, dan 38% responden berusia > 40 tahun. Jika dibandingkan dengan data BPS Kota Padang tahun 2014, maka terlihat bahwa sebaran responden cukup memenuhi kriteria usia responden yang sebenarnya di Kota Padang. Sebaran yang tidak terlalu mendekati data BPS ini pada dasarnya dikarenakan metode pemilihan responden yang tidak dilakukan secara terlalu terstruktur, sehingga pengkriterian jumlah responden hanya pada rentang usia dan berdasarkan peluang menemui responden yang dilakukan oleh enumerator

Grafik 1 Usia Responden







Sebaran karakteritisik tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini terdiri dari ≤SMP 21,22%, SMA+Diploma 63,67%, dan ≥S1 15,22%. Rata-rata penduduk menamatkan pendidikan menengah hampir sama dengan keadaan sebenarnya di Kota Padang. Responden dengan tingkat pendidikan ≤SMP memiliki pengeluaran kotor rumah tangga per bulan < Rp. 600.000 (36,36%), Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 (14,29%), dan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.800.000 (28,05%). Responden dengan tingkat pendidikan SMA+Diploma memiliki tingkat pengeluaran sebagai berikut: < Rp. 600.000 (63,64%), Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 (73,21%), dan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.800.000 (60,98%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan ≥S1 memiliki pengeluaran rumah tangga kotor per bulan sebagai berikut: Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 (12,50%) dan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.800.000 (10,98%).

Grafik 2: Tabulasi Silang Pendidikan Terakhir Responden Dengan Pengeluaran Kotor Rumah Tangga Per Bulan


Karakterisitik responden penelitian ini terdiri dari 50,52% pria dan wanita sebanyak 49,48%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS, maka sebaran responden tidak terlalu mengikuti data sebenarnya dimana perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kembali, hal ini dikarenakan pada awalnya mekanisme pemilihan responden berdasarkan nomor sampel, untuk sampel dengan nomor urut ganjil dikhususkan untuk laki-laki dan nomor urut genap dikhususkan untuk perempuan. Tapi dalam perjalanan survey, terdapat sedikit kesalahan enumerator dalam menentukan responden berdasarkan jenis kelamin (0,52%).

Tabel 2 Jenis Kelamin responden
	Pria
	50,52%

	Wanita
	49,48%



Lebih lanjut jika ditabulasikan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir responden, maka didapat data sebagai berikut : sebanyak 50,52 responden laki-laki memiliki tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut: ≤SMP (40,98%), SMA+Diploma (54,35%), dan ≥S1 (47,73%). Sedangkan, responden perempuan terdiri dari 49,98% memiliki latar belakang yaitu: ≤SMP (59,02%), SMA+Diploma (45,65%), dan ≥S1 (52,27%) sebagaimana yang telihat pada grafik 3 berikut.
Grafik 3: Tabulasi Silang Jenis Kelamin Responden Dengan Pendidikan Terakhir Responden


Kriteria untuk mencapai suatu pemerintahan yang demokratis dan ideal  selalu menuntut berbagai hal. Salah satu yang menjadi indikator suatu pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat tersebut. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.[footnoteRef:1]  [1:  Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2001, hlm. 140.] 

Partisipasi politik masyarakat adalah aspek penting dari demokratisasi di dalam sebuah negara. Unsur demokrasi itu sendiri ditentukan oleh bagaimana kesadaran dari warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Artinya, Ini menjadi satu hal yang penting di dalam konteks pemerintahan demokrasi karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pemerintahan adalah aktor yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan bagi dirinya. Kesadaran inilah yang perlu diwujudkan dalam rangka mewujudkan partisipasi politik untuk mempengaruhi kebijakan dalam pemerintahan.
Perilaku politik merupakan hasil dari manifestasi sikap politik. Salah satu  faktor yang mempengaruhi sikap politik masyarakat untuk berpartisipasi adalah tingkat status sosial ekonominya. Disamping faktor tersebut, adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor komunikasi politik, tingkat kesadaran politik,tingkat pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik, lingkungan, nilai budaya, dan lain-lain.[footnoteRef:2]  [2:  Sudjino Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 4.] 

Seseorang dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah. Status sosial ekonomi memiliki pengaruh dalam membentuk sikap  politik yang mendorong pandangan perilaku politik seseorang.[footnoteRef:3] [3:  Ramlan Surbakti, Op.cit., hlm. 232.] 

Hasil partisipasi responden sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 3 diketahui bahwa responden yang berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 lalu sebanyak 87,89%, sedangkan yang tidak berpartisipasi sebanyak 12,11%.
Tabel 3: Partisipasi Responden Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014
	Ya
	87,89%

	Tidak
	12,11%



Perilaku memilih seseorang baik untuk memilih partai politik maupun calon pemimpin merupakan manifestasi dari banyak faktor. Menurut Evans, motivasi memilih dalam pemilu dipengaruhi salah satunya oleh faktor intelektual warga.[footnoteRef:4] Di samping itu, Evans menambahkan karakteristik sosial dan politik yang berpotensi mendorong pilihan seseorang, yaitu: age,  gender, social class/occupation, religious group, ideological group. [4:  Jocelyn A.J Evans, Voters and Voting, London: Sage Publication, P: 2-4.] 

Analisis ini kemudian dilakukan dengan menghubungkan antara tingkat partisipasi dengan tingkat pendidikan responden pada pelaksanaan pemilu legislatif di tahun 2014 yang lalu. Hasil analisis tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi responden sebagaimana yang diungkapkan oleh Evans. Mereka (responden) yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi cenderung tingkat partisipasi politiknya lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dari grafik 4 diketahui bahwa responden dengan tingkat partisipasi tertinggi yaitu yang memiliki latar belakang pendidikan SMA + Diploma dengan tingkat partisipasi 89,13%, kemudian disusul dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan ≥S1 88,64%. Sedangkan, responden dengan latar belakang pendidikan ≤ SMP hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak 83,61%.
Responden dengan latar pendidikan ≤ SMP juga merupakan responden yang terbanyak tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 16,39%. Sedangkan responden yang memiliki latar belakang pendidikan ≥S1 yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 11,36% dan responden dengan latar pendidikan SMA + Diploma sebanyak 10,87% yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Grafik 4: Tabulasi Silang Antara Partisipasi Dalam Memilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Dengan Tingkat Pendidikan Responden











Dalam pelaksaannya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partai politik tertentu. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang/barang/dan pemberian fasilitas yang terkadang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Dari hasil pengumpulan data di Kota Padang, diketahui sebanyak 71% responden menyatakan pernah mengetahui tentang peristiwa pembangian uang/barang/fasilitas menjelang pelaksanaan pemilu oleh caleg/cakada yang bersaing, sedangkan hanya 29% responden yang menyatakan tidak pernah mengetahui peristiwa tersebut. Sangat tingginya masyarakat yang mengetahui peristiwa politik uang seperti ini tentu mengkhawatirkan dan menjadi lampu kuning bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas sepertinya masih jauh dari cita-cita kita bersama. Pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan agar mereka tidak lagi terlibat dalam politik uang dan pemilu yang berintegritas dapat diwujudkan.

Grafik 5: Pengetahuan Masyarakat Tentang Peristiwa Pembagian Uang/Barang/Fasilitas Menjelang Pelaksanaan Pemilu












Pemberian dari peserta pemilu saat menjelang pemilu sangat beragam mulai dari pemberian uang, barang, maupun fasilitas. Terbanyak jenis yang diberikan oleh peserta pemilu menurut pengakuan responden yang mengetahui, adalah uang (46,08%) dan  dari bentuk pembagian barang, jenis barang yang kerap dibagikan kepada masyarakat menjelang pemilu yaitu terdiri dari: sembako (48,53%), jilbab (9,80%), kain sarung (6,37%), kaos (5,39%), dan souvenir seperti jam dinding, kalender, pena, mug, sendok dll (3,92%). Sedangkan, untuk jenis fasilitas yang sering diberikan kepada masyarakat menjelang pemilu oleh calon yang sedang bersaing adalah: perbaikan jalan (10,78%), layananan kesehatan gratis (6,37%), dan pembangunan/prbaikan tempat-tempat ibadah (5,39%) data tersebut dapat dilihat pada tabel 4. secara total terdapat 28 item bentuk pemberian dari peserta pemilu kepada masyarakat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena akan sangat mempengaruhi perilaku mereka kelak pada saat berada di bilik suara. Masyarakat dan peserta pemilu perlu diawasi lebih ketat agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi terus menerus.

Tabel 4: Bentuk Pemberian Dari Peserta Pemilu Saat Menjelang Pelaksanaan Pemilu
	UANG
	46,08%
	FASILITAS
	23,04%

	BARANG
	70,10%
	Layanan kesehatan gratis
	6,37%

	Baju
	13,24%
	Pembangunan/perbaikan tempat ibadah (masjid/mushola/gereja)
	5,39%

	Jilbab
	9,80%
	Perbaikan jalan
	10,78%

	Sarung
	6,37%
	Pembangunan fasilitas olah raga
	,49%

	Kaos
	5,39%
	Sunatan massal
	,98%

	Sembako
	48,53%
	Perbaikan/bedah rumah
	,98%

	Kain
	1,47%
	Pentas kesenian rakyat
	,49%

	Souvenir (jam dinding, kalender. Pena, gelas, sendok, payung)
	3,92%
	Pembangunan posko pemuda/karang taruna
	,49%

	Selendang
	1,47%
	

	Kompor gas
	,49%
	

	Baju muslim
	,49%
	

	Voucher belanja
	,98%
	

	Bibit ikan
	,49%
	

	Bola kaki
	,98%
	

	Mukena
	,98%
	

	Tas
	,49%
	

	Tenda untuk Pemuda
	,49%
	

	Televisi
	,49%
	

	Hadiah untuk kegiatan turnamen
	,49%
	



Ada 2 subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif maupun kepala daerah) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama.
Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa "berhutang budi” pada caleg yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang didalamnya terindikasi politik uang.
Dari hasil data pada tabel 5, dapat diketahui bahwa sebanyak 56,75% responden sepakat menyatakan masyarakat tidak boleh menerima uang maupun hadiah dari peserta pemilu pada saat masa kampanye. Namun, sebanyak 35,99% responden menyatakan masyarakat boleh menerima uang atau hadiah dari peserta pemilu pada masa kampanye sebagai salah satu bentuk pendekatan terhadap masyarakat. Sedangkan,7,27% responden ragu-ragu dalam menjawab.
Tabel 5: Respon Responden Terhadap Apakah Masyarakat Boleh Menerima Politik Uang Dari Peserta Pemilu Saat Kampanye

	Boleh
	35,99%

	Ragu-ragu
	7,27%

	Tidak boleh
	56,75%



Hasil ini kemudian dilakukan analisis untuk menemukan apakah terdapat hubungan positif antara respon masyarakat yang menyatakan boleh menerima uang atau hadiah dari pelaksanan pemilu saat kampanye dengan pengeluaran kotor rumah tangga responden. Dari hasil analisis pada grafik 6 diketahui responden dengan tingkat pengeluaran kotor rumah tangga Rp. 1.800.000 – Rp. 3.000.000 menyatakan bahwa masyarakat boleh menerima hadiah dari peserta pemilu pada masa kampenye dengan total responden sebanyak 39,1%. Sedangkan, responden dengan pengeluaran kotor rumah tangga Rp. > 3.000.000 sebanyak 62,5% menyatakan masyarakat tidak boleh menerima uang maupun hadiah dari peserta kampanye saat pemilu. Hanya sebagian responden yang memiliki tingkat pengeluaran kotor Rp. > 3.000.000 yang menyatakan boleh menerima uang dan hadiah dari peserta kampanye saat pemilu yaitu sebanyak 33,3% responden. 
Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya mendapat pendidikan dan pekerjan.
Grafik 6: Tabulasi Silang Antara Respon Responden Terhadap Apakah Masyarakat Boleh Menerima Politik Uang Dengan Pengeluaran Kotor Rumah Tangga Per Bulan Responden















Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan momentum pemilu tersebut untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Artinya, yang terpenting bagi mereka adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Analisis ini yang dapat digunakan untuk menjelaskan hasil data pada grafik 3.12.
Pada tabel 6 diketahui responden yang menyatakan boleh menerima hadiah atau uang dari peserta pemilu saat kampanye adalah mereka yang pernah mengetahui (mendengar ataupun melihat) persitiwa tersebut sebanyak 40,20% menyatakan boleh. Sedangkan, sebanyak 54,41 responden yang pernah mengetahui peristiwa tersebut menyatakan tidak boleh menerima hadiah dari peserta pemilu saat masa kampanye sebanyak 56,75% responden sepakat dengan hal tersebut. Responden yang menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh menerima uang atau hadiah saat pelaksanaan kampanye dari peserta pemilu yaitu 62,35% merupakan responden yang tidak pernah mengetahui tentang peristiwa pembagian uang atau barang atau fasilitas menjelang pelaksanaan pemilu, sedangkan 54,41% responden pernah mengetahui peristiwa tersebut. Sebanyak 35,99% responden yang menyatakan bahwa masyarakat boleh menerima hadiah, uang atapun berupa fasilitas dari peserta pemilu saat masa kampanye merupakan responden yang pernah mengetahui peristiwa pembagian uang, barang atau fasilitas sebanyak 40,20%, dan 25,88% responden tidak pernah mengetahui peristiwa tersebut.

Tabel 6: Tabulasi Silang Respon Responden Terhadap Apakah Masyarakat Boleh Menerima Politik Uang Dari Peserta Pemilu Saat Kampanye
	 
	TOTAL
	Apakah Saudara pernah mengetahui (mendengar atau melihat) peristiwa pembagian uang atau barang atau fasilitas dari peserta pemilu kepada masyarakat saat menjelang pemilu?

	
	
	Pernah
	Tidak pernah

	Apakah menurut Saudara, masyarakat boleh menerima uang atau hadiah dari peserta pemilu saat masa kampanye?
	Boleh
	35,99%
	40,20%
	25,88%

	
	Ragu-ragu
	7,27%
	5,39%
	11,76%

	
	Tidak boleh,
	56,75%
	54,41%
	62,35%



	
Dari tabel 7 dapat dilihat alasan responden dalam menerima ataupun menolak uang/hadiah dari perserta pemilu saat kampanye yaitu:
1. Sebanyak 56,75% responden yang berpendapat bahwa masyarakat tidak boleh menerima hadiah/uang dari peserta kampanye saat pemilu yaitu karena: termasuk sogokan (32,53%), perbuatan yang tidak baik dan menyalahi aturan (7,61%), memilih harus sesuai dengan hati nurani masyarakat (6,57%), dan penyebab korupsi (5,19%).
2. Sebanyak 35,99% responden yang menyatakan bahwa masyarakat boleh menerima hadiah atau uang dari peserta kampanye saat pemilu dikarenakan oleh: sangat membantu kehidupan masyarakat (13,15%), etika dalam masyarakat untuk menerima dan tidak menolak (9%), belum tentu memilih calon tersebut sehingga boleh saja diambil hadiah/uang sang caleg atau calon kepala daerah (5,54%)
3. Responden yang ragu-ragu dalam menjawab sebanyak 7,27% beralasan karena merupakan pemberian mesikupun hati nurani tidak ingin mengambilnya dinyatakan oleh sebanyak 4,15% responden.
Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri masyarakat. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak sebagaimana alasan responden diatas. Akibat karena sudah diberi, maka secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.
Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat.Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.
Tabel 7: Alasan Responden Dalam Menerima/Menolak Hadiah Dari Peserta Pemilu Saat Masa Kampanye

	BOLEH
	35,99%
	TIDAK BOLEH
	56,75%
	RAGU-RAGU
	7,27%

	Tidak masalah
	4,15%
	Termasuk Sogok
	32,53%
	Belum tahu peraturannya
	,35%

	Karena hanya kampanye dan tidak dipaksa memilih (belum tentu dipilih)
	5,54%
	Karena nanti merasa hutang budi kepada kandidat
	1,73%
	Karena diberi maka diterima, walaupun hatinurani tidak terima
	4,15%

	Membayar waktu orang yang terpakai
	,69%
	Menciderai demokrasi
	,35%
	Semua ada positif dan negatifnya
	,69%

	Etika dalam masyarakat, jika ada yang memberi maka sebaiknya diterima
	9,00%
	Karena biaya kampanye yang besar akan diambil kembali
	,35%
	Menurut UU/ peraturan tidak boleh namun selalu dipraktekan
	,35%

	Karena pemberian yang tulus/ikhlas
	3,81%
	Memilih sesuai dengan hati nurani
	6,57%
	Tergantung niat yang memberi
	,69%

	Karena sangat membantu masyarakat
	13,15%
	Suara rakyat tidak boleh diperjualbelikan
	1,73%
	Kalau uang tidak boleh, kalau yang lain boleh
	,35%

	Memberi dan menerima adalah hak masing-masing
	,69%
	Akan memunculkan caleg yang tidak berkualitas
	,35%
	Tergantung individu masing-masing
	,69%

	Karena sudah mejadi budaya
	,69%
	Karena hanya bentuk pencitraan
	2,42%
	
	

	Jika uang yang diberikan adalah uang pribadi
	,35%
	Mendidik rakyat untuk menjadi pemalas/bodoh
	1,73%
	
	

	
	
	Penyebab korupsi
	5,19%
	
	

	
	
	Salah satu bentuk kecurangan
	4,15%
	
	

	
	
	Mengajarkan masyarakat untuk tidak jujur/curang
	4,50%
	
	

	
	
	Perbuatan tidak baik dan menyalahi aturan
	7,61%
	
	




Grafik 7: Pengetahuan Responden Mengenai KPUD/Panwaslu Berbuat Curang Dalam Pelaksanaan Pemilu











KPUD/Panwaslu menjadi pilar yang sangat penting dalam mencegah kecurangan dan pelanggaran di setiap pelaksanaan pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPUD/Panwaslu haruslah jauh dari praktek-praktek kecurangan. Keaktifan masyarakat menjadi kunci untuk mengawasi penyelenggara pemilu tersebut. Dari hasil pengumpulan data dapat dilihat pada grafik 7 diketahui bahwa 77% responden menyatakan KPUD/Panwaslu tidak pernah melalukan ataupun berbuat curang seperti mengubah jumlah suara saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Namun, hanya sebagian responden (23%) yang menyatakan bahwa KPUD/Panwaslu pernah melakukan kecerungan dalam pelaksanaan pemilu.

Responden dalam penelitian ini menilai bahwa pemilih yang menerima uang atau barang bantuan dari partai politik/caleg/cakada saat masa kampanye merupakan sikap yang tidak baik (61,25%) dan hanya 25,61% yang menganggap bahwa menerima uang atau barang bantuan dari partai politik/caleg/cakada saat kampanye. 

Tabel 8 Sikap Jika Pemilih Menerima Uang Atau Barang Bantuan Dari Partai Politik/Caleg/Cakada Saat Masa Kampanye
	Baik
	25,61%

	Ragu-ragu
	13,15%

	Tidak baik
	61,25%



Peserta pemilihan umum dilarang untuk melakukan politik uang kepada peserta kampanye. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 terutama pasal 86 ayat (1) huruf J yang berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Walaupun telah diatur, ternyata tidak semua warga masyarakat yang memahami aturan tersebut. Responden dalam penelitian ini sebagian besar setuju untuk melarang peserta pemilu membagikan bantuan uang/barang/fasilitas saat kampanye dilakukan. Akan tetapi, masih terdapat 25,61% yang tidak setuju peserta pemilu dilarang membagikan bantuan uang/barang/fasilitas saat kampanye, dan 9,34% lainnya ragu-ragu apakah harus dilarang atau diperbolehkan untuk membagikan bantuan uang atau materi lainnya saat kampanye.


Tabel 9 Sikap Apabila Peserta Pemilu Dilarang Membagikan Bantuan Uang/Barang/Fasilitas Saat Kampanye.
	Setuju
	65,05%

	Tidak setuju
	25,61%

	Ragu-ragu
	9,34%



Grafik 8 Sikap Apabila Masyarakat Meminta Bantuan Keuangan Terhadap Caleg/Calon Kepala Daerah Yang Didukungnya Setelah Nantinya Terpilih












Meminta bantuan keuangan kepada caleg/calon kepala daerah terpilih dapat dipahami melalui dua sisi, dapat dikategorikan sebagai politik uang apabila masyarakat meminta bantuan dalam kaitannya dengan pilihan mereka saat pemilu lalu. Akan tetapi, bisa juga merupakan bagian dari konsekuensi demokrasi perwakilan dimana wakil rakyat harus memperhatikan dan menjaga konstituten mereka setelah pemilihan umum. Responden dalam penelitian ini menilai bahwa adalah sesuatu hal yang baik (59,52%) bagi masyarakat untuk meminta bantuan keuangan terhadap caleg/calon kepala daerah yang didukungnya setelah nantinya terpilih. Hanya 31,49% yang menganggap hal tersebut tidak baik untuk dilakukan oleh masyarakat. Terbelahnya sikap responden merupakan suatu hal yang wajar mengingat asumsi terhadap pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat tadi, apakah dikategorikan sebagai politik uang atau malah hanya relasi antara wakil dengan konstituennya.
Independensi penyelenggara pemilu harus benar-benar dijaga untuk menghasilkan pemilihan umum yang berintegritas. Penyelenggara pemilu mulai dari tingkat KPU/Panwaslu hingga KPPS semestinya tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dari peserta pemilu dalam bentuk apapun karena dikhawatirkan akan menganggu independensi mereka dalam bekerja. Penilaian masyarakat terhadap independensi sikap penyelenggara pemilu cukup mengkhawatirkan, masih terdapat 10,73% responden menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan 6,57% responden masih ragu-ragu apakah hal tersebut diperolehkan atau tidak. Hanya 82,70% responden yang menilai hal ini adalah sesuatu yang tidak baik. Memperhatikan kecenderungan seperti ini, perlu dilakukan pendidikan politik dan sosialisasi kepada warga masyarakat agar mereka lebih paham tentang makna integritas dalam pemilihan umum.



Tabel 10 Sikap Responden Terhadap Penyelenggara Pemilu Menerima Hadiah Dari Peserta Pemilu
	Baik
	10,73%

	Ragu-ragu
	6,57%

	Tidak baik
	82,70%



Responden dalam penelitian ini, sebagian (52,25%) mengakui akan menerima pemberian dan tidak akan memilih kandidat tersebut. Sedangkan 15,57% menyatakan akan menerima pemberian dan akan memilih kandidat tersebut.  Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menganggap pemberian hadiah oleh kandidat dalam masa kampanye adalah hal yang biasa. Pemberian hadiah atau bentuk lain yang datang dari inisiatif kandidat memang dalam masa kampanye pemilu sangat marak terjadi, sehingga publik pun menganggap hal yang biasa. pemberian dainggap sebagai perekat hubungan sosial (social lubricant), misalnya anggapan bahwa barang-barang pemberian sebagai kenang-kenangan. Dalam parkateknya, sebagian besar kandidat menganggap pemberian barang/hadiah bukan bagian dari politik uang (Aspinal & Sukmajati:2013). Hanya sepertiga atau 32,18% dari responden menyatakan akan menolak pemberian tersebut. 
Tabel 11 Perilaku Apabila Kandidat Membagikan Hadiah Saat Kampanye
	Menerima pemberian dan akan memilih kandidat tersebut
	15,57%

	Menerima pemberian dan tidak akan memilih kandidat tersebut
	52,25%

	Menolak pemberian tersebut
	32,18%



Grafik 9 Tabulasi Silang Antara Perilaku Apabila Kandidat Membagikan Hadiah Saat Kampanye dengan pengeluaran kotor rumah tangga responden per bulan














Jika dihubungkan dengan tingkat pendapatan, ternyata responden yang menerima pemberian dan akan memilih kandidat tersebut tersebar pada hampir semua kategori pendapatan, baik kelompok responden dengan pendapatan rendah maupun kelompok responden dengan pendapatan diatas Rp. 3.000.000. hampir setengah dari kelompok responden yang menyatakan akan menerima pemberian dan tidak akan memilih kandidat tersebut juga tersebar merata pada semua kategori pendapatan responden (lihat grafik 3.34). Menurut perspektif rasionalitas, seorang pemilih akan berperilaku rasional. Seorang pemilih akan menghitung bagimanan caranya mendapatkan hasil yang maksimal dengan onglos yang minimal (Mujani dkk: 2011). Jadi dilihat dari pespektif rasional, perilaku reponden untuk menerima hadiah dan memutuskan tidak akan memilih kandidat tersebut menjadi rasional. Tetapi untuk kelompok responden yang menyatakan menolak pemberian ada kecenderungan meningkat berdasarkan tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan responden juga semakin banyak responden yang menyatakan akan menolak pemberian kandidat (lihat grafik 9).  

Sebanyak 60,90% resonden menyatakan tidak akan memilih caleg/calon kepala daerah yang membagi-bagikan hadiah sebelum pemilu. Hanya 11,07% responden menyatakan akan tetap memilih caleg/calon kepala daerah tersebut. Data ini cukup konsisten dengan pernyataan responden sebelumnya, bahwa sebagian (52,25%) mengakui akan menerima pemberian dan tidak akan memilih kandidat tersebut jika kandidat membagi-bagi hadiah sambil berkampanye (lihat tabel 12). Artinya sebagian besar kelompok responden sudah memilih perilaku penolakan terhadap tindakan politik uang yang dilakukan para caleg/calon kepala daerah. Sebagian besar responden sudah menyadari bahwa pemberian hadiah sebelum pemilu oleh caleg/calon kepala daerah akan mempengaruhi pilihan dari mereka. Dilihat dari konsistensi jawaban kelompok responden yang cukup signifikan, dapat disimpulkan sebagian besar responden dalam penelitian ini memilih berdasarkan rasionalitas, bukan karena pemberian hadiah (politik uang). Tetapi masih disayangkan perilaku sebagian besar responden untuk menerima pemberian hadiah oleh peserta pemilu selama masa kampanye masih dianggap wajar. Walaupun perilaku jual beli suara tidak terjadi, tetapi pemberian/menerima barang-barang/hadiah dapat dikategorikan sebagai perilaku politik uang (Aspinall & Sukmajati:2013)

Tabel 12 Perilaku Responden Apakah Akan Memilih Caleg/Calon Kepala Daerah Yang Membagi-Bagikan Hadiah Sebelum Pemilu
	Ya
	11,07%

	Ragu-ragu
	28,03%

	Tidak
	60,90%



Konsistensi responden dalam penelitian ini terlihat, jika penolakan mereka terhadap caleg/calon kepala daerah yang membagi-bagikan hadiah sebelum pemilu dihubungkan dengan sikap mereka terhadap boleh atau tidaknya masyarakat menerima uang atau hadiah dari peserta pemilu saat masa kampanye.  Sebagian besar kelompok responden yang mengaku tidak akan memilih caleg/calon kepala daerah yang membagi-bagikan hadiah sebelum pemilu, menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh menerima uang atau hadiah dari peserta pemilu saat masa kampanye (lihat tabel 3.65). Tetapi sebagian besar perilaku responden justru terlihat tidak konsisten ketika sebagian besar dari mereka menyatakan akan menerima hadiah jika ada kandidat yang membagi-bagi hadiah sambil berkampanye (lihat tabel 13). Konsistensi sikap dan perilaku kelompok responden ini padahal punya peranan yang besar dalam memperbaiki kualitas caleg/calon kepala daerah terpilih dan kualitas pemilu nantinya.




Tabel 13 Tabulasi Silang antara Perilaku Responden Apakah Akan Memilih Caleg/Calon Kepala Daerah Yang Membagi-Bagikan Hadiah Sebelum Pemilu Dengan Pengetahuan Responden Apakah Masyarakat Boleh Menerima Hadiah Dari Peserta Pemilu Saat Kampanye

	 
	TOTAL
	Apakah menurut Saudara, masyarakat boleh menerima uang atau hadiah dari peserta pemilu saat masa kampanye?

	
	
	Boleh
	Ragu-ragu
	Tidak boleh

	Apakah Saudara akan memilih caleg/calon kepala daerah yang membagi-bagikan hadiah sebelum pemilu?
	Ya
	11,07%
	20,19%
	9,52%
	5,49%

	
	Ragu-ragu
	28,03%
	36,54%
	33,33%
	21,95%

	
	Tidak
	60,90%
	43,27%
	57,14%
	72,56%



	Dari tabel 14 diketahui sebanyak 23,88% responden tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun apabila ada kandidat kepala daerah/caleg/penyelenggara pemilu yang memberikan/menawarkan pada saat menjeleng pemilu. Sebanyak 31,49% responden akan menerima apabila dalam bentuk uang, sedangkan (41,52%) responden akan menerima dalam bentuk barang, 27,34% akan menerima dalam bentuk sembako, dan 23,53% akan menerima apabila dalam bentuk kaos (dapat dilihat pada tabel 3.81). sedangkan, dalam bentuk fasilitas masyarakat lebih menerima dalam bentuk layanan kesehatan gratis (42,56%).

Tabel 14 Bentuk Pemberian Yang Diterima Oleh Responden Bila Diberikan Oleh Kandidat Kepala Daerah/Caleg/penyelenggara Pemilu Saat Menjelang Pemilu
	Tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun
	23,88%

	UANG
	31,49%

	BARANG
	41,52%

	Sembako
	27,34%

	Kaos
	23,53%

	Souvenir (jam dinding, kalender, pena, gelas, sendok, payung, dll)
	1,04%

	Jilbab
	,69%

	Rumah
	,35%

	Mobil
	,35%

	Laptop
	,35%

	Posko
	,35%

	Tenda
	,35%

	Motor
	,35%

	FASILITAS
	44,29%

	Layanan kesehatan gratis
	42,56%

	Perbaikan jalan
	3,11%

	Perbaikan tempat ibadah (Masjid/Mushola/Gereja)
	1,04%

	Pembangunan/perbaikan fasilitas umum
	,69%

	Beasiswa Pendidikan
	,35%

	Sarana air bersih
	,35%

	Lainnya
	,35%



PENUTUP
Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada dan pemilu 2014 cukup tinggi dan kecenderungan ini sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi masyarakat. Dalam artian, masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi akan lebih banyak berpartisipasi daripada yang memiliki status sosial ekonomi rendah. Sementara itu, perilaku memilih masyarakat rata-rata dipengaruhi oleh pengetahuan mereka terhadap kemampuan calon, kedekatan dengan masyarakat dan latar belakang agama calon tersebut. Politik uang masih sangat banyak terjadi menjelang pelaksanaan pemilu. Hampir sebagian besar masyarakat mengetahui informasi mengenai politik uang tersebut, dan terdapat lebih dari 28 item bentuk pemberian dari peserta pemilu kepada masyarakat. Walaupun sebagian responden menilai bahwa masyarakat tidak boleh menerima politik uang dari peserta pemilu saat kampanye akan tetapi masyarakat menganggap bahwa pemilih boleh saja menerima uang atau barang bantuan dari partai politik/caleg/cakada saat masa kampanye. Sebagian masyarakat juga bersikap bahwa peserta pemilu mestinya dilarang untuk membagikan bantuan uang/barang/fasilitas saat kampanye. Selain itu, apabila kandidat membagi-bagi hadiah sambil berkampanye mereka akan cenderung untuk menerima pemberian hadiah akan tetapi tidak akan memilih kandidat tersebut. Responden juga menilai bahwa petahana (incumbent) dan calon anggota DPRD mestinya tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya untuk berkampanye, menggunakan dana APBD dalam berkampanye maupun memberikan hadiah pada penyelenggara pemilu. Responden juga menilai bahwa adalah sesuatu yang tidak baik bagi calon anggota dewan atau kepala daerah membagi bantuan (uang/barang) atas nama pribadi dengan menggunakan uang negara ataupun melakukan kegiatan sosial hanya saat menjelang pemilu saja. 
Tidak banyak masyarakat yang pernah melihat atau mendengar penyelenggara pemilu berbuat curang (mengubah jumlah suara). Masyarakat juga masih takut untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah serta penyelenggara pemilu. Alasan utama mereka adalah ketakutkan untuk melapor dan tidak mau ikut campur dengan pelanggaran pemilu yang ada. Masyarakat menilai bahwa penyelenggara pemilu semestinya tidak diperbolehkan mengarahkan pilihan kepada masyarakat saat pemilu maupun menerima pemberian (hadiah) dari peserta pemilu dan masyarakat menilai semestinya penyelenggara pemilu tidak menerima hadiah dari peserta pemilu. Apabila terdapat petugas TPS yang mengarahkan pilihan pada calon tertentu mayoritas responden tidak akan menerima hadiah tersebut dan tidak akan mengikuti arahan petugas TPS tersebut. Sikap responden terhadap perilaku masyarakat yang meminta bantuan keuangan kepada caleg/calon kepala daerah yang didukungnya setelah nantinya terpilih cukup jelas terlihat, masyarakat menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang tidak baik. Responden yang memiliki teman yang menjabat sebagai seorang anggota dewan atau kepala daerah akan cenderung untuk meminta bantuan pada anggota dewan/kepala daerah dalam bentuk uang/barang/fasilitas tertentu untuk keperluan organisasi. Akan tetapi, hanya segelintir responden yang pernah mengajukan permintaan bantuan secara langsung pada pejabat publik yang dipilihnya.

Rekomendasi
Perlunya peningkatan mekanisme, prosedur, dan transparansi pengawasan kepada penyelenggara pemilu untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang massif. Serta diperlukan upaya serius untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Tindakan pencegahan tidaklah efektif untuk menghadang peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu dalam melakukan kecurangan. Diperlukan upaya tegas untuk langsung terjun mengawasi, melihat, menjemput, memeriksa, dan mengkaji potensi pelanggaran serta kecurangan yang mungkin akan terjadi dari setiap pelaksanaan pemilu.
Diperlukan lembaga maupun petugas atau pengawas yang langsung ditugaskan selama masa pemilu di lapangan untuk dapat merespon secara cepat pengaduan tindakan kecurangan oleh masyarakat. Selama ini penyelenggara pemilu kurang memenuhi prinsip kecepatan dalam merespon sehingga menghilangkan bukti-bukti tindakan pelanggaran maupun kecurangan dalam pemilu. Diperlukannya sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat yang aktif dan berkelanjutan menjelang masa pelaksanaan pemilu untuk memperdalam materi politik sehingga masyarakat dapat memahami dan mencermati visi, misi, program, rekam jejak, dan janji-janji politik yang rasional dari masing-masing calon yang bersaing dalam pemilu dan terhindar dari politik uang.
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<	= SMP	
Pria	Wanita	0.4098360655737715	0.59016393442622661	SMA+Diploma	Pria	Wanita	0.54347826086956519	0.45652173913043481	>	S1	Pria	Wanita	0.47727272727272857	0.52272727272727271	


Ya	
<	= SMP	SMA+Diploma	>	S1	83.61	89.13	88.64	Tidak	
<	= SMP	SMA+Diploma	>	S1	16.39	10.870000000000006	11.360000000000024	


Sales	
Pernah	Tidak pernah	0.70588235294117663	0.29411764705882382	
boleh	<	 Rp. 600.000	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	Rp. 1.800.001 - Rp. 3.000.000	>	Rp.3000.000	36.4	32.1	36.6	39.1	33.300000000000004	ragu ragu	<	 Rp. 600.000	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	Rp. 1.800.001 - Rp. 3.000.000	>	Rp.3000.000	9.1	7.1	7.3	8.7000000000000011	4.0999999999999996	tidak boleh	<	 Rp. 600.000	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	Rp. 1.800.001 - Rp. 3.000.000	>	Rp.3000.000	54.5	60.7	56.1	52.1	62.5	Sales	
Pernah	Tidak pernah	0.22837370242214533	0.77162629757785794	
Sales	
Baik	Ragu-ragu	Tidak baik	0.59515570934256057	8.9965397923876672E-2	0.314878892733569	
Menerima pemberian dan akan memilih kandidat tersebut	<	 Rp. 600.000	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	Rp. 1.800.001 - Rp. 3.000.000	>	Rp.3000.000	0.18181818181818293	0.125	0.17073170731707321	0.18478260869565219	0.10416666666666709	Menerima pemberian dan tidak akan memilih kandidat tersebut	<	 Rp. 600.000	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	Rp. 1.800.001 - Rp. 3.000.000	>	Rp.3000.000	0.54545454545454541	0.6607142857142857	0.43902439024390494	0.51086956521739058	0.5208333333333337	Menolak pemberian tersebut	<	 Rp. 600.000	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	Rp. 1.800.001 - Rp. 3.000.000	>	Rp.3000.000	0.27272727272727282	0.21428571428571427	0.3902439024390244	0.30434782608695682	0.37500000000000133	


Sales	17-21 tahun	21 	<	usia	<	= 40 tahun	>	40 tahun	0.16608996539792473	0.44982698961937972	0.38408304498270035	
<	 Rp. 600.000	
<	= SMP	SMA+Diploma	>	S1	0.36363636363636381	0.63636363636363891	0	Rp.    600.000 - Rp. 1.000.000	
<	= SMP	SMA+Diploma	>	S1	0.14285714285714377	0.73214285714285765	0.125	Rp. 1.000.000 - Rp.1.800.000	
<	= SMP	SMA+Diploma	>	S1	0.28048780487805042	0.60975609756097826	0.10975609756097562	PAHMI 9th International Conference
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